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PIMPINAN DPRD KOTA PALANGKA RAYA 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  

 

 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA PALANGKA RAYA 

NOMOR 188.4.43/1/DPRD/2023 

TENTANG 

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA 

PALANGKA RAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DAERAH  

KOTA PALANGKA RAYA 

 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA PALANGKA RAYA, 

 

Menimbang : a. 

 

 

 

 

 

bahwa dalam Program Pembentukan Peraturan 

Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022, memuat 

salah satu daftar Rancangan Peraturan Daerah yang 

bersifat kumulatif terbuka berupa Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

  b. bahwa muatan materi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 telah disempurnakan dan 

disesuaikan dengan hasil Evaluasi Gubernur 

Kalimantan Tengah Nomor 188.44/501/2022, tanggal 

19 Desember 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Walikota 

Palangka Raya tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2023;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Palangka Raya tentang Persetujuan 

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Palangka Raya tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Menjadi 

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2753); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4421); 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

  7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
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  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 

  10. 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia 2018 Nomor 157); 
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  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781); 

  17. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 

2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 972); 

  18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya 

(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka 

Raya Nomor 2); 

  19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata 

Tertib (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 

2019 Nomor 29, Tambahan Berita Daerah Kota 

Palangka Raya Nomor 1); 

    

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN 

DAERAH KOTA PALANGKA RAYA. 

KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya 

bersama Walikota Palangka Raya menyetujui Penetapan 

Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kota Palangka 

Raya. 

KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari: 

1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 188.4.43/1/P-

DPRD/2023 tentang Penetapan Penyempurnaan Hasil 

Evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah Terhadap 

Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya 

tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023; dan 

 



- 5 - 

2. Berita Acara Persetujuan Bersama Walikota Palangka 

Raya dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota 

Palangka Raya Nomor : 1/BA/TAPD/I/2023 dan 

Nomor : 1/BA/DPRD-PR/I/2023 tentang Penetapan 

Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 Menjadi Peraturan Daerah Kota 

Palangka Raya. 

KETIGA : Menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Palangka Raya ini Kepada Walikota Palangka 

Raya. 

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai 

berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Palangka Raya 

pada tanggal 6 Januari 2023 

 

WAKIL KETUA II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, 

 
Ttd 

 
BASIRUN B. SAHEPAR 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya  

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIS DPRD 

KOTA PALANGKA RAYA, 

 

 


